MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 09/ PRT / M/ 2013

TENTANG
PERSYARATAN KOMPETENSI UNTUK SUBKUALIFIKASI TENAGA AHLI DAN
TENAGA TERAMPIL BIDANG JASA KONSTRUKSI
MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 8C ayat (6) Peraturan
Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum tentang Persyaratan Kompetensi untuk
Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa
Konstruksi;

Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3955), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3957);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4637);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir
kali dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);



7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;

Peraturan Menteri PU Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG

PERSYARATAN KOMPETENSI UNTUK SUBKUALIFIKASI
TENAGA AHLI DAN TENAGA TERAMPIL BIDANG JASA

KONSTRUKSI
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah
kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,
menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang
pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan
kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI
adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan
tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kualifikasi adalah penggolongan profesi dan keahlian kerja atau keterampilan kerja
orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman
kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian atau keterampilan.
Subkualifikasi adalah bagian dari penggolongan profesi dan keahlian kerja atau
keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut
tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian atau
keterampilan.

Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui

oleh masyarakat.



6. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi
keahlian kerja dan keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa
konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau
kefungsian dan atau keahlian tertentu.

7. Persyaratan pendidikan adalah pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh
seseorang dan dibuktikan dengan ijazah dari instansi pendidikan formal.

8. Persyaratan pengalaman adalah pengalaman minimal melakukan pekerjaan dalam
bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan
kompetensi.

9. Persyaratan vocational adalah uji kompetensi berbasis kompetensi kerja minimal
yang sudah sudah pernah ditempuh oleh seseorang sehingga orang tersebut
memiliki penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan,

keterampilan dan sikap sesuai standar yang ditetapkan di tempat kerja.

Pasal 2
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penerbitan Sertifikat
Keahlian dan Sertifikat Keterampilan oleh Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
a. Penyelarasan pengaturan subkualifikasi tenaga ahli dan tenaga terampil
bidang jasa konstruksi dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan
b. Penentuan persyaratan kompetensi subkualifikasi tenaga ahli dan tenaga
terampil sesuai dengan lingkup pekerjaan konstruksi dari masing-masing
subkualifikasi.
Pasal 3
Lingkup dari Peraturan Menteri ini meliputi penyelarasan subkualifikasi tenaga ahli
dan tenaga terampil bidang jasa konstruksi serta persyaratan kompetensi dari masing-

masing subkualifikasi.



Pasal 4

(1) Orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi atau orang
perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha yang memberikan layanan jasa
konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai jenjang kualifikasi.

(2) Jenjang Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. tenaga ahli; dan
b. tenaga terampil.
(3) Kualifikasi tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. muda;
b. madya; dan
C. utama.

(4) Kualifikasi tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri

atas:
a. kelas tiga;
b. kelas dua; dan

c. kelas satu.

Pasal 5

(1) Persyaratan kompetensi untuk setiap jenjang kualifikasi tenaga ahli dan tenaga

terampil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) terdiri atas:
a. persyaratan umum; dan
b. persyaratan khusus.

(2) Rincian persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas

persyaratan pendidikan, persyaratan pengalaman, dan persyaratan vokasional.



(4) Rincian persyaratan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 6
(1) Seluruh Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang jasa konstruksi yang
telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini harus dilaksanakan
penyesuaian sesuai dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun
setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.
(2) Pelaksanaan penerbitan sertifikat keahlian atau sertifikat keterampilan konstruksi

harus sudah mengacu kepada Peraturan Menteri ini paling lambat 1 Oktober 2013.

Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2013

MENTERI PEKERJAAN UMUM,
ttd
DJOKO KIRMANTO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Oktober 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1179

_Salinan sesuai dengan aslinya
@WN’I‘ERI%N PEKERJAAN UMUM

NIP 193893“« 11984122001



Lampiran | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor : 09/PRT/M/2013
Tanggal : 9 September 2013

PERSYARATAN UMUM JENJANG SUBKUALIFIKASI

JENJANG URAIAN
KUALIFIKASI

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.

c. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung
perdamaian dunia.

d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi
terhadap masyarakat dan lingkungannya.

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta
pendapat/temuan original orang lain.

f.  Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan
kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Deskripsi
umum

Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan menggunakan alat,
aturan, dan proses yang telah ditetapkan, serta di bawah bimbingan, pengawasan, dan
tanggung jawab atasannya.

Terampil
Kelas IIT Memiliki pengetahuan faktual.

Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang
lain.

Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan
prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur,
di bawah pengawasan langsung atasannya.

Terampil Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang
Kelas II spesifik, sehingga mampu memilih pemecahan yang tersedia terhadap masalah yang lazim
timbul.

Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing
orang lain.

Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan
menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu
menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan
hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.

Terampil Mem.iliki pengetahuan. operasiona% yang lengkap, -prinsip—prinsip serta konsep umum yang
Kelas I terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai
masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.

Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.

Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas
dan mutu hasil kerja orang lain.

Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis
informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku,
serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.

Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan
dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya.

Ahli Muda
Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup

terbatas, dan memiliki inisiatif.

Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja
orang lain.




Ahli Madya

Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari
beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu
menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.

Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu
memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.

Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas
pencapaian hasil kerja kelompok.

Ahli Utama

Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu
beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.

Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis
bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu
memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan
mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan
kelompok.

Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas
pencapaian hasil kerja organisasi.
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Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2013

MENTERI PEKERJAAN UMUM,
ttd
DJOKO KIRMANTO

abinan sesuai dengan aslinya




Lampiran Il Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor : 09/PRT/M/2013
Tanggal : 9 September 2013

PERSYARATAN KHUSUS SUBKUALIFIKASI

S1 : Minimal 5 tahun

Lulusan S1 ——

Ahli Utama S1 Terapan : Minimal
4 tahun

Lulusan D4 D4 : Minimal 6 tahun

S1: Minimal 2 tahun
Ahli Madya Lulusan D3 D4 : Minimal 3 tahun
D3: Minimal 5 tahun
S1: Minimal 1 tahun
Ahli Muda Lulusan D3 D4 : Minimal 1 tahun

Lulus Uji Kompetensi

D3: Minimal 3 tahun

Terampil Kelas 1 Lulusan D1 Minimal 3 tahun
Lulusan SMK Minimal 2 tahun
Terampil Kelas 2
Lulusan SLTA Minimal 3 tahun Lulus Uji Kompetensi

SLTP: Minimal 2
Terampil Kelas 3 Lulusan SD tahun

SD: Minimal 3 tahun

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2013

MENTERI PEKERJAAN UMUM,
ttd
DJOKO KIRMANTO
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